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SAMBUTAN  
KAPOLDA LAMPUNG

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Shalom
Om Swastiastu
Namo Budaya
Salam Kebajikan

Dengan mengucapkan Alhamdulilah serta puji dan syukur kepada 
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyambut baik dan 
bangga atas terbitnya buku “Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran 
dan Penyalahgunaan Narkoba” yang disusun oleh Brigpol Riko Yulian 
Prima, S.H., M.H.

Brigpol Riko Yulian Prima, S.H., M.H. merupakan salah satu 
anggota Polri yang bertugas di Polresta Bandar Lampung. Memiliki 
riwayat penugasan pada fungsi penyidikan khususnya di Satuan 
Reserse Umum, Satuan Reserse Narkoba dan saat ini pada Seksi 
Hukum Polresta Bandar Lampung. Personel tersebut memiliki 
antusias yang tinggi dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya 
hukum pidana. Dengan usianya yang masih sangat muda, personel 
tersebut memiliki potensi dalam mengembangkan ilmu hukum 
pidana. Hal tersebut merupakan sesuatu yang patut kita banggakan, 
bukan hanya oleh institusi Polri namun juga oleh bangsa dan negara.
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Narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary 
crime) yang memiliki dampak multidimensi dan dapat menganggu 
keamanan dan ketertiban masyarakat serta merusak sendi-sendi 
kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga memerlukan upaya 
yang holistik dan komprehensif serta dukungan dari semua instansi 
terkait (stakeholder) dan Masyarakat.

Penanganan kejahatan narkoba menjadi salah satu program 
prioritas pemerintah dalam rangka mewujudkan rasa aman 
masyarakat dari ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkoba. lnstitusi Polri selaku pengemban fungsi memelihara 
keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum 
khususnya terhadap kejahatan narkoba, telah melaksanakan berbagai 
upaya pencegahan dan pemberantasan melalui upaya preemtif, 
preventif, represif dan kerjasama yang sinergis antar aparat penegak 
hukum maupun instansi terkait lainnya. Upaya preemtif dilakukan 
dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum, 
kalangan muda dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi tentang 
bahaya kejahatan narkotika, upaya preventif melalui Razia-razia 
dan upaya represif dilakukan melalui tindakan tegas dan hukuman 
pidana terhadap para pelaku kejahatan narkotika dengan tujuan 
untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan narkotika. 
Dalam kaitannya tersebut, buku ini menitikberatkan pada kajian 
ilmiah di bidang narkotika dan konsep penanggulangan narkotika 
dalam perspektif hukum yang disajikan secara rinci, jelas dan juga 
komperehensif.

Kepada Brigpol Riko Yulian Prima, S.H., M.H. saya mengucapkan 
selamat dan sukses atas publikasi karya ilmiah ini semoga kehadiran 
buku ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, instansi 
pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya dalam memahami 
dan menanggulangi kejahatan narkotika di Indonesia.
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Demikian sambutan dari saya semoga Allah SWT senantiasa 
memberikan kekuatan, perlindungan dan bimbingan kepada kita 
semua dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat, 
bangsa dan negara.

Sekian dan terima kasih
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Lampung Selatan, 11 April 2025

Irjen. Pol. Helmy Santika, S.H., S.I.K., M.Si.
Kapolda Lampung
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SAMBUTAN KAPOLRESTA 
BANDAR LAMPUNG

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas 
segala berkat dan anugerah-Nya, sehingga buku Aspek Hukum Tindak 
Pidana Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika yang disusun oleh 
Brigpol Riko Yulian Prima, S.H., M.H. ini dapat diterbitkan. Buku ini 
hadir sebagai upaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam 
mengenai aspek hukum dalam pemberantasan dan penanganan 
kasus narkotika, yang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam 
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Brigpol Riko Yulian Prima, S.H., M.H. adalah seorang anggota 
POLRI yang bertugas di Polresta Bandar Lampung. Dengan umur 
yang terbilag masih muda, beliau memiliki pengalaman praktik 
sebagai seorang penyidik POLRI pada Satuan Reserse Narkoba, 
Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung dan Seksi Hukum 
Polresta Bandar Lampung. Beliau memiliki potensi besar dalam 
pengembangan ilmu hukum pidana dengan mengombinasikan 
pendekatan teoritis dan praktis secara sinergis dengan wawasan yang 
mendalam dan pengalaman langsung di lapangan.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman 
serius bagi bangsa ini, terutama bagi generasi muda yang merupakan 
harapan masa depan. Sebagai aparat penegak hukum, POLRI memiliki 
tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum dan memberikan 
perlindungan kepada masyarakat dari bahaya narkotika. Namun, 
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upaya ini tidak dapat dilakukan sendiri. Diperlukan sinergi antara 
penegak hukum, akademisi, serta seluruh elemen masyarakat untuk 
bersama-sama memerangi peredaran gelap narkotika.

Saya berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat 
bagi para penegak hukum, akademisi, serta masyarakat luas dalam 
memahami regulasi dan kebijakan hukum terkait narkotika di 
Indonesia. Dengan pengetahuan yang lebih baik, kita semua dapat 
berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari 
penyalahgunaan narkoba, demi masa depan bangsa yang lebih baik.

Akhir kata, saya mengucapkan apresiasi kepada Brigpol Riko 
Yulian Prima, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya dalam 
penyusunan buku ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan 
memberkati setiap upaya kita dalam menegakkan keadilan dan 
melindungi generasi penerus bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha 
Esa, senantiasa memberikan kekuatan, perlindungan dan bimbingan 
kepada kita dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada 
masyarakat, bangsa dan Negara.

Sekian dan terima kasih,
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 10 Februari 2025

Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, S.Ik., M.Si.
Kapolresta Bandar Lampung
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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang atas rahmat dan 
karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. 

Tidak lupa juga penulis mengucapkan salawat serta salam semoga 
senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Shalallaahu 
Alaihi Wassalaam, karena berkat beliau, kita dapat keluar dari 
kegelapan menuju ke jalan yang lebih terang dan lebih baik.

Dalam kesempatan ini, penulis menghanturkan terima kasih 
yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang sangat 
penulis hormati dan cintai, yaitu ibunda Mai Suartini dan ayahanda 
IPTU (Purn) Aspul Niswan yang telah mendidik dan membesarkan 
penulis dengan limpahan kasih sayang hingga penulis bisa menjadi 
seperti ini. Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus penulis 
sampaikan kepada istri tercinta Anisa Cahaya Pratiwi, S.H., M.H. serta 
anak tercinta Muhammad Aydan Abqary atas segala pengorbanan 
dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama penulis 
menyelesaikan penulisan buku ini.

Adapun, buku “Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran dan 
Penyalahgunaan Narkotika” ini telah selesai penulis buat secara 
semaksimal dan sebaik mungkin agar bermanfaat bagi pembaca yang 
membutuhkan informasi dan pengetahuan mengenai Aspek Hukum 
Tindak Pidana Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika.

Penulis sadar, masih banyak kekurangan dan kekeliruan yang 
tentu saja jauh dari kata sempurna tentang buku ini. Oleh kearena 
itu, dimohon agar pembaca memberikan kritik dan juga saran 
terhadap karya buku Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran dan 
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Penyalahgunaan Narkotika ini agar penulis dapat terus meningkatkan 
kualitas dari buku ini.

Demikian buku Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran 
dan Penyalahgunaan Narkotika ini dibuat, dengan harapan agar 
pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan 
wawasan mengenai Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran dan 
Penyalahgunaan Narkotika serta dapat bermanfaat bagi masyarakat 
dalam arti luas dan tentunya bagi penulis sendiri. Aamiin Ya Rabbal 
Alamin.

Bandar Lampung, 7 Februari 2025

Riko Yulian Prima, S.H., M.H.
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BAB I
PENDAHULUAN

Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan Badan Adiktif lainnya) 
adalah sejenis zat (substance) yang penggunaannya di Indonesia 

diatur dalam Undang-undang obat bius yang dimuat dalam lembaran 
Negara No. 278 Tahun 1972 dan ditambah serta disempurnakan 
dengan Lembaran Negara No. 419 tahun 1949. Istilah narkotika 
yang dipergunakan disini bukanlah “narcotics” pada farmakologi, 
melainkan sama artinya dengan “drug” yaitu sejenis zat yang 
bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh 
tertentu pada tubuh si pemakai yaitu mempengaruhi kesadaran, 
serta dorongan yang dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku 
manusia. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa penenang, 
perangsang (bukan rangsangan seks), dan menimbulkan halusinasi.

Awalnya zat narkotika ditemukan manusia dengan tujuan untuk 
bidang kesehatan dan pengobatan. Oleh karenanya dalam ketentuan 
perundang-undangan mengenai narkotika penggunaannya diatur 
secara legal dibawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan 
apoteker. Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh dokter 
untuk kepentingan pengobatan tidak memberikan efek samping yang 
membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan karena telah 
sesuai dengan bidang keilmuannya.

1



Disamping penggunaannya secara legal bagi kepentingan 
pengobatan, narkotika banyak dipakai pula secara ilegal, atau 
disalahgunakan (abuse). Penyalahgunaan narkotika inilah yang 
membahayakan karena akan membawa pengaruh terhadap tubuh. 
Penyalahguna narkotika akan kecanduan dan hidupnya tergantung 
kepada zat-zat yang ada pada narkotika. Bila tidak dicegah atau 
diobati, jenis narkotika yang digunakan akan semakin kuat dan 
semakin besar dosisnya, sehingga akan memperparah efeknya bagi 
si pemakai. Para pecandu narkotika akan mengalami depresi dan 
siksaan apabila tidak mendapat memenuhi zat tersebut. Bila hal ini 
terjadi maka si pecandu akan berbuat apa saja agar ketagihannya 
terhadap narkotika terpenuhi, seperti berbuat suatu tindakan 
kriminal. Penyalahgunaan narkotika serta akibatnya telah lama 
menjadi masalah serius diberbagai negara, baik di negara maju 
maupun di negara berkembang seperti di Indonesia.

Narkotika saat ini telah mencapai situasi yang sangat 
mengkhawatirkan dengan mencermati perkembangan peredaran 
dan penyalahgunaan narkotika. Korban penyalahgunaan narkotika 
semakin bertambah dan sudah merambah pada kalangan masyarakat 
luas bahkan sampai kekalangan anak dibawah umur. Hal ini 
merupakan persoalan penting untuk kita semua agar melakukan 
pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Karena 
hal tersebut harus segera ditangani secara intensif oleh seluruh elemen 
dan komponen yang sifatnya mendesak.

Bandar narkoba telah banyak menetapkan lokasi-lokasi yang 
menjadi jalur masuknya barang terlarang, terutama yang berada di 
daerah perbatasan negara dan menjadi sasaran yang paling aman 
bagi bandar narkoba.

Untuk itu, karena banyaknya wilayah strategis untuk jalur 
penyelundupan dan penyebaran penyalahgunaan seperti jalur laut 
seperti yang disampaikan oleh mantan Kepala Badan Narkotika 
Nasional, Komjen Pol. Drs. Heru Winarko, S.H. menyatakan kondisi 
geografis Indonesia yang mayoritas berupa lautan dimanfaatkan 
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BAB II
TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Hukum

Pada bagian pertama buku ini akan diawali dengan pertanyaan 
apakah yang dimaksud dengan hukum? Pertanyaan tentang apakah 
yang dimaksud dengan hukum sangat penting dan relevan karena 
tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dan 
juga agar masyarakat dapat memahami secara kritis terkait hukum 
dan tidak hanya semata-mata menghafal Pengertian tentang hukum 
tanpa memahami arti dari hukum itu sendiri.

Beberapa pemikir hukum telah menempatkan pertanyaan 
ini sebagai kerangka filosofis dalam banyak karya mereka. Kapan 
pertanyaan ini muncul tidak pernah dipersoalkan, namun jejaknya 
dapat dilacak hingga jauh kebelakang. Pertanyaan ini sangat populer 
bagi filsuf, akademisi, ataupun praktisi (profesional), meski bukan 
pertanyaan yang mudah dijawab.2

Diperlukan cara untuk memandu agar seseorang memperoleh 
gambaran yang jelas tentang apa itu hukum. Hal ini bukanlah 
persoalan yang sederhana sebagaimana diperbincangkan oleh banyak 
orang.

2 Anthony Allots, 1980. The Limits Of Law, Butterworths, London, hlm. i-ii.
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Untuk memberikan Pengertian tentang hukum secara benar dan 
dapat diterima oleh semua orang tentunya sangatlah sulit dan hingga 
saat ini belum ada yang mencapai kesempurnaan. Hal itu karena para 
pakar hukum memaknai hukum dari sudut pandang yang berbeda-
beda sehingga memunculkan berbagai Pengertian hukum. Meskipun 
demikan Pengertian-Pengertian yang disampaikan oleh para pakar 
hukum tersebut pada prinsipnya tetap sama.

Menurut John Austin, seorang ahli hukum asal Inggris 
mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari penguasa 
(law is command of a lawgiver), yang berarti perintah dari pemegang 
kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Perintah 
tersebut harus ditaati oleh setiap masyarakat dan apabila ada yang 
melanggarnya akan dikenakan sanksi yang tegas dan nyata. Menurut 
Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk 
berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang 
memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan 
pada kekuasaan dan penguasa. Austin pun beranggapan bahwa 
hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa 
bagi pengikut-pengikutnya. Lalu hukum juga mengandung 4 (empat) 
unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.3

Hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai 
tujuannya, di mana hukum sebagai sarana untuk mengendalikan 
individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat di mana 
mereka menjadi warganya. Menurutnya hukum juga merupakan 
suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-
perubahan sosial.4

Pendapat Friedrich Karl Von Savigny, seorang pemuka ilmu 
sejarah hukum dari Jerman mengemukakan bahwa hukum 
merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat 
(Volkgeist). Menurutnya semua hukum berasal dari adat istiadat dan 

3 Fence M. Wantu Dkk, 2010. Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata, Reviva 
Cendikia, Jakarta, hlm. 34.

4 Ibid, hlm. 35.
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BAB III
TINDAK PIDANA 
PEREDARAN GELAP DAN 
PENYALAHGUNAAN 
NARKOTIKA

A. Ruang Lingkup Tindak Pidana Peredaran 
dan Penyalahgunaan Narkotika

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia memang 
semestinya menjadi pekerjaan pokok bagi aparat Pemerintahan. 
Hal tersebut dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa saat ini 
teknologi merupakan pintu utama bagi para pelaku tindak pidana 
narkotika untuk masuk dalam suatu wilayah dengan berbagai 
modus operandi untuk mengedarkan narkotika. Dan teknologi juga 
merupakan pintu utama bagi para penyalahguna narkotika untuk 
mendapatkan narkotika.

Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika mencakup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk 
kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika 
dan prekursor narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk 
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kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi.14

Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan 
modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil 
kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika 
tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan 
manusia.15

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
mempunyai cakupan yang sangat luas dari segi norma, ruang lingkup, 
maupun ancaman pidana yang diberikan terhadap pelanggar ataupun 
pelaku kejahatan tindak pidana narkotika.

1. Pengertian Tindak Pidana
Pidana berasal dari bahasa Belanda kata straf, yang adakalanya 
disebut dengan istilah hukuman, walaupun istilah pidana 
lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim 
merupakan terjemahan dari recht.16

Pidana lebih tepat diartika sebagai suatu penderitaan yang 
sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang 
atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas 
perbuatan-perbuatan yang telah melanggar larangan hukum 
pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut 
sebagai tindak pidana (strafbaar feit).17

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu 
menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah 
konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan 
lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya.18

14 H. Siswanto S, 2012. Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika,Rineka Cipta, 
Jakarta, hlm. 22.

15 Nyoman Serikat Putra Jaya, 2001. Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Badan 
Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 135.

16 Yan Pramadya Puspa, 2008. Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris, Aneka Ilmu, 
Semarang, hlm. 470.

17 Adami Chazawi, 2002. Pelajaran Hukum Pidana I, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23.
18 Romli Atmasasmita, 1982. Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks 

Penegakan Hukum Di Indonesia, Alumni, Bandung, hlm. 23.
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BAB IV
PENANGANAN TINDAK 
PIDANA PEREDARAN 
DAN PENYALAHGUNAAN 
NARKOTIKA

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan 
yang paling menakutkan bagi generasi bangsa karena kejahatan 

narkotika tidak hanya dirasakan merusakan kesehatan bagi si 
pengguna saja, melainkan juga pada perekonomian, sosial dan generasi 
bangsa karena pelaku dari kejahatan narkotika tidak hanya orang 
dewasa saja, melaikan kalangan muda yang notabenennya adalah 
generasi penerus nusa dan bangsa. Peredaran dan penyalahgunaan 
Narkotika berdampak sangat buruk terhadap kelangsungan generasi 
suatu bangsa. Untuk mengantisipasinya perlu kerjasama dari seluruh 
komponen masyarakat, seperti keluarga, dari tingkat sekolah sampai 
perguruan tinggi, dan pemerintah harus bersatu dalam upaya 
pencegahan Narkotika di lingkungan sekitarnya. Meskipun narkotika 
sangat bermanfaat dan di perlukan untuk pengobatan dan pelayanan 
kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak 
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sesuai dengan standar kesehatan makan akan berdampak tidak baik 
bagi tubuh penggunannya.

Tersebarnya peredaran gelap Narkotika sudah sangat banyak 
memakan korban, baik warga Negara Indonesia (WNI) itu sendiri, 
maupun warga Negara asing (WNA) yamg berada di Indonesia, serta 
tidak hanya itu, penyalahgunaan Narkotika sudah merambah ke 
semua kalangan baik umur, dari mulai orang dewasa, anak remaja, 
sampai anak-anak sekalipun, serta jenis kelamin, baik pria maupun 
wanita.53

Indonesia sebagai salah satu Negara di dunia yang sangat padat 
penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkotika. 
Sangat banyak ditemukan jaringan peredaran narkotika yang berada 
di suatu Negara yang salah satunya termasuk Indonesia.

Penanganan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan 
narkotika adalah proses penegakan hukum dan rehabilitasi yang 
dilakukan untuk menanggulangi dampak buruk narkotika di 
masyarakat. Di Indonesia, hal ini diatur terutama dalam Undang-
Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan 
dasar hukum bagi pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan 
perlindungan terhadap korban.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika 
melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur 
hidup, dan pidana mati. Disamping itu, Undang-undang Nomor 35 
Tahun 2009 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk 
kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang 
rehabilitasi medis dan sosial. Namun dalam kenyataannya tindak 
pidana narkotika didalam masyarakat menunjukkan kecenderungan 
yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif 
dengan korban meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan 
generasi muda pada umumnya.

53 http://bnn.go.id diakses pada 12 November 2024 Pukul 10.04 WIB.
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BAB V
PENUTUP

Tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika 
merupakan salah satu tantangan terbesar bagi penegakan hukum 

di Indonesia dikarenakan peredaran dan penyalahgunaan narkotika 
termasuk kejahatan yang serius dan mengancam kesejahteraan 
masyarakat serta masa depan bangsa. Selain itu, Tindak Pidana 
Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius 
bagi kehidupan masyarakat baik dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, 
maupun hukum karena mengancam keselamatan masyarakat, 
kesehatan individu, dan juga stabilitas sosial. Dampaknya yang luas 
tidak hanya merugikan individu yang terlibat secara langsung, tetapi 
juga mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Oleh karena itu, 
pemberantasan narkotika harus menjadi prioritas utama bagi semua 
pihak, baik aparat penegak hukum, pemerintah, maupun masyarakat.

Buku Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran dan Penyalahgunaan 
Narkotika ini telah menguraikan berbagai aspek hukum yang 
mengatur peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, mulai dari 
regulasi nasional hingga hukum internasional. Pembahasan meliputi 
peredaran gelap narkotika, penyalahgunaan narkotika, penggolongan 
narkotika, proses penegakan hukum tindak pidana narkotika, sanksi 
pidana yang diberlakukan, serta peran aparat penegak hukum 
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dalam menangani perkara tindak pidana narkotika. Pemahaman 
yang mendalam terhadap aspek hukum ini sangat penting untuk 
memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara 
efektif dan optimal.

Penanganan permasalahan narkotika tidak dapat hanya bertumpu 
pada penegakan hukum yang bersifat represif melalui pemberian 
sanksi pidana semata. Pendekatan preventif dan rehabilitatif juga 
harus diperkuat guna mengurangi angka penyalahgunaan serta 
memberikan kesempatan bagi para pengguna untuk kembali ke 
kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini peran serta masyarakat, 
keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial menjadi sangat penting 
untuk membentuk kesadaran individu sejak dini akan bahaya 
narkotika.

Selain itu, dengan semakin berkembangnya modus operandi 
dalam kejahatan narkotika, aparat penegak hukum dan pembuat 
kebijakan perlu terus berinovasi dalam merumuskan strategi 
pencegahan dan pemberantasan yang lebih efektif. Teknologi 
modern harus dimanfaatkan untuk mengawasi peredaran narkotika, 
mengungkap jaringan sindikat, serta menutup celah hukum yang 
memungkinkan para pelaku kejahatan untuk lolos dari jerat hukum.

Keberhasilan dalam menangani peredaran dan penyalahgunaan 
narkotika tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Sinergi antara 
pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dunia 
pendidikan, serta masyarakat secara umum sangat diperlukan. 
Kampanye penyadaran dan edukasi publik harus terus digalakkan 
agar semua lapisan masyarakat memiliki pemahaman yang baik 
mengenai bahaya narkotika dan turut berpartisipasi dalam upaya 
pencegahannya.

Dengan adanya buku ini, diharapkan para pembaca, baik 
akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum, 
dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai 
aspek hukum tindak pidana narkotika. Harapannya, buku ini dapat 
menjadi referensi yang berguna bagi mereka yang ingin memperdalam 
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RINGKASAN

Karya ini dilatarbelakangi pengamatan penulis terkait Tindak 
Pidana Narkotika di Indonesia dewasa ini. Buku ini mengulas 

secara mendalam tentang narkotika sebagai ancaman serius terhadap 
keutuhan bangsa dan keamanan negara. Sebagai permasalahan 
global dengan dampak luas, kejahatan narkotika menjadi fokus 
utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbagai langkah 
telah diambil untuk menangani kejahatan narkotika, baik melalui 
upaya preventif maupun represif.

Upaya preventif dilakukan dengan pendekatan edukatif melalui 
sosialisasi kepada masyarakat luas yang bertujuan untuk memberikan 
pemahaman mengenai bahaya narkotika serta dampak buruknya 
bagi individu maupun masyarakat. Sementara itu, upaya represif 
dilakukan dengan tindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku 
kejahatan narkotika termasuk pemberian hukuman pidana yang 
berat bagi para pelaku tindak pidana narkotika yang bertujuan untuk 
memberikan efek jera kepada para pelaku dan sekaligus melindungi 
masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika yang semakin 
marak.

Dalam buku ini, kajian ilmiah mengenai narkotika dan konsep 
penanggulangannya dibahas secara rinci dan komprehensif dalam 
perspektif hukum.

Oleh karena itu, buku ini penting untuk dibaca oleh seluruh 
kalangan baik kalangan hukum maupun non hukum seperti 
polisi, jaksa, hakim, akademisi, advokat, legislatif, mahasiswa dan 
masyarakat umum serta profesi lainnya.
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M.A., M.M., C.L.A. pada tahun 2024.
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